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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Memasuki era revolusi industri keempat, dunia fokus kepada teknologi-

teknologi yang bersifat digital. Era ini menjadikan media untuk mendapatkan 

informasi menjadi lebih banyak dan lebih cepat diakses. Diantara media 

komunikasi yang ada, televisi masih menjadi media favorit masyarakat untuk 

mendapatkan informasi.  

Pola penggunaan media saat ini menjadi lebih kompleks berkat Internet. 

Saat ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan informasinya tidak hanya 

melalui televisi dan radio, tetapi juga melalui internet. Namun, berdasarkan data 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selama pandemi Covid-19, kami menemukan 

masyarakat lebih percaya diri dengan informasi yang dipublikasikan media 

televisi. Angka partisipasi masyarakat dalam mengakses media massa diduga 

berkaitan dengan ketersediaan akan fasilitas informasi itu sendiri. Jangkauan 

sinyal internet yang tidak merata, membuat berita elektronik masih belum bisa 

mengalahkan eksistensi televisi di masyarakat.1 

Perkembangan teknologi ini memaksa pemerintah untuk wajib memenuhi 

kebutuhan setiap mayarakat. Pemenuhan kebutuhan ini memerlukan campur 

tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta 

                                                   
1  Databoks, Televisi Masih Menjadi Media Favorit Masyarakat , diakses dari 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/10/televisi-masih-menjadi-media-favorit-

masyarakat, pada  tanggal 15 April 2022, pukul 15.19 WIB 

 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/10/televisi-masih-menjadi-media-favorit-masyarakat
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/10/televisi-masih-menjadi-media-favorit-masyarakat
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dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri.2 

Kepentingan pencipta merupakan perlindungan yang diberikan oleh 

Negara terhadap suatu karya cipta. Perlindungan ini sangat penting untuk 

mendorong minat inovasi orang-orang yang kreatif  yang diharapkan dapat 

memberikan tayangan yang tidak hanya menghibur, namun juga mendidik serta 

mampu mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini juga 

menjadikan suatu karya cipta tersebut memiliki nilai ekonomis pada setiap 

Pencipta.  

Perlindungan hukum ini diatur oleh hak atas kekayaan intelektual. 

Pengembangan sistem HKI yang modern dan efektif sangat diperlukan untuk 

situasi domestik negara. Hak atas kekayaan intelektual sangat penting untuk 

mempercepat laju perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya bermuara pada 

kesejahteraan rakyat. 

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda 

yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerjanya itu berupa 

benda immateril.3 Pengertian hak kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh 

Jill McKeuough menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak 

yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi investasi ekonomi dalam 

bisnis kreatif. 

 

 

                                                   
2 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, 

hlm. 3  
 

3 H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights), 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 9 
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Hak Cipta adalah bidang tpenting tdari tkekakayaan tintelektual ttentang 

tperlindungan tberbagai tjenis tkarya, tseperti tsains, tkarya tseni, tdrama, ttari, tfilm, tdan 

tkarya tseperti tfilm. tKarya tini tdiciptakan toleh tpencipta tsendiri tatau tbersama torang 

tlain. tDalam tkonteks tciptaan, tperlindungan thak tcipta tdiperlukan tdemi tmeningkatkan 

tapresiasi tserta tsikap tmasyarakat  tuntuk tmenghormati tkreatifitas tseseorang tatas 

tciptaan tyang ttelah tdihasilkan. 

Berdasarkan tUndang-Undang tNomor t28 tTahun t2014 ttentang tHak tCipta, 

tlembaga tpenyiaran ttermasuk tdalam tkelompok tpemega tyang tdapat tdilindungi toleh 

thak tcipta. tLembaga tpenyiaran tberhak tuntuk tmengizinkan tatau tmelarang ttindakan 

ttertentu, tseperti ttayangan tulang, tproofreading, tdan trilis tprogram ttelevisi. tTayangan 

tulang tditujukan tuntuk tpihak tyang tmembayar tbiaya ttontonan.4 

Suatu tkarya tyang ttelah tdireproduksi tdan tdijual tsecara tpublik ttanpa tizin tdari 

tpemilik thak tcipta takan tmenguntungkan torang tlain tyang tmenyalin tkarya ttersebut. 

tPelanggaran tini takan tmerugikan tpemilik thak tcipta, tterutama tyang tberkenaan 

tdengan thak tsiar tyang tdilanggar tsecara ttidak tbertanggung tjawab. 

Pembajakan thak tcipta tsepertinya ttiada thenti-hentinya tdari ttahun tke ttahun.  

tBarang tbajakan thak tcipta tbukan thanya tberedar tdi tkawasan tperkotaan ttetapi tsudah 

tsampai tkepelosok-pelosok tdesa. tMaklum tharganya tlebih tmurah tdari tyang taslinya 

tsehingga tdaya tbelinya tterjangkau tsemau tlapisan tmasyarakat.5 

Pelanggaran thak tcipta ttampaknya takan tterus tberlanjut  tdari ttahun tke ttahun. 

tMengingat tkarya tcipta tbajakan ttidak thanya tberedar tdi tperkotaan, ttetapi tjuga tsampai 

tke tpelosok tdesa. tTak theran, tdaya tbeli tmasyarakat  tterjangkau toleh tsemua tkalangan, 

                                                   
4  Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, 

Neightbouring Rights dan Collecting Society, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 45 
5 Gatot Suparmono, Op.Cit, hlm. 149  
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tkarena tharganya tlebih tmurah tdari tharga taslinya. 

Berdasarkan turaian tdiatas, tsaya ttertarik tuntuk tmengangkat  tpersoalan thukum 

tyang tada tdalam tkasus tdiatas tuntuk tdituangkan tdalam tskripsi tsaya tyang tberjudul 

t“Perlindungan tHak tSiar tLembaga tPenyiaran tSwasta tPt. tRajawali tCitra 

tTelevisi tAtas tPenyebaran tSiaran tTelevisi tTanpa tIzin t(Studi tPutusan tNomor 

t34/Pdt.Sus-HKI/Hak tCipta/2019/PN tNiaga tJkt.Pst)” 

B. Rumusan tMasalah 

 
1. Bagaimana tPengaturan tHak tCipta tdi tIndonesia? 

2. Bagaimana tPengaturan tHak tSiar tdi tIndonesia? 

3. Bagaimana tPerlindungan tHukum tyang tDiberikan toleh tPemerintah tTerhadap 

tHak tTerkait  tatas tPenayangan tSiaran tTelevisi tTanpa tIzin tpada tPutusan 

tNomor t34/Pdt.Sus-HKI/HAK tCIPTA/2019/PN tNiaga tJkt.Pst? 

C. Tujuan tPenelitian 

 
1. Untuk tmengetahui tpengaturan tHak tCipta tdi tIndonesia 

2. Untuk tmengetahui tpengaturan tHak tSiar tdi tIndonesia 

3. Untuk tmengetahui tperlindungan thukum tyang tdiberiikan toleh tPemerintah 

tterhadap thak tterkait tatas tpenayangan tsiaran ttelevisi ttanpa tizin tpada tputusan 

tNomor t34/Pdt.Sus-HKI/HAK tCIPTA/2019/PN tNiaga tJkt.Pst 


